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RSUD Tenriawaru menerapkan sistem Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) 

sebagai sistem pembayaran layanan kesehatan bagi pasien JKN-BPJS. Penelitian 

inimenggambarkan pelaksanaan sistem INA-CBGs di bagian rawat inap RSUD 

Tenriawaru.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Pemilihan 

sampel menggunakan teknik snowball sampling.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem 

INA-CBGs yang diterapkan oleh rumah sakit meliputi proses (1) planningyaitu persiapan 

SDM, fasilitas, penyusunan strategis serta rencana anggaran; (2) organizing meliputi 

pembagian, pelatihan dan koordinasi antar pegawai; (3) actuating meliputi penentuan tarif 

INA-CBGs dan kendalanya; (4) controlling meliputi pembentukan tim verifikasi dan 

antifraud; (5) evaluating yaitumelihat kedisiplinan dokter mengisi rekam medis, melihat 

keuntungan dan kerugian rumah sakit. Secara keseluruhan pelaksanaan sistem INA-CBGs di 

RSUD Tenriawaru sudah berjalan cukup teratur dan efektif. Kedisiplinan dokter dalam 

mengisi rekam medis belum terealisasi dengan baik, sehingga menghambat prosedur 

penginputan data pasien. Perlu adanya pengecekan kembali kelengkapan dokumen rekam 

medis pasien oleh koder. 

 

Kata kunci: Sistem Pembayaran layanan INA-CBGs, JKN-BPJS, RSUD Tenriawaru, POACE.  
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PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan kebutuhan 

mendasar yang membuat manusia  senan-

tiasa menjaga kesehatannya. Salah satu 

upaya untuk mempertahankan kesehatan 

yaitu dengan mendapatkan pelayanan kese-

hatan dari instansi atau organisasi yang ter-

kait, seperti rumah sakit, puskesmas, balai 

kesehatan, klinik dokter praktek dan seba-

gainya.Untuk mendapatkan pelayanan ke-

sehatan yang diinginkan, para pasien rela 

mengeluarkan biaya pelayanan yang 

sedemikian banyaknya. Menurut WHO 

(2010), rata-rata orang menghabiskan 5 

hingga 10% dari pendapatan mereka untuk 

pembiayaan pelayanan kesehatan,  sedang-

kan orang yang paling miskin dapat mem-

belanjakan sepertiga pendapatannya. WHO 

(2010) juga mensinyalir 100 juta orang da-

pat menjadi miskin akibat membiayai pe-

mailto:nuralamsyam3.nas@gmail.com


 

 

layanan kesehatannya, dan 150 juta orang 

menghadapi kesulitan untuk membayar pe-

layanan kesehatan. 

Di Amerika, dikenal hukum the law 

of medical money yaitu berapapun jumlah 

uang yang disediakan untuk pelayanan ke-

sehatan akan habis, baik karena kebutuhan 

konsumen (pasien) maupun karena keingi-

nan para penyedia pelayanan kesehatan 

(health provider) untuk memberikan pe-

layanan yang optimal sesuai dengan dana 

yang tersedia. Di Indonesia pun hampir se-

rupa, pelayanan kesehatan masih bersifat 

komsumtif tanpa memperhatikan cost effec-

tiveness dan cost efficiency. Sehingga biaya 

pelayanan kesehatan menjadi melambung 

(Sulastomo, 2007). 

Berdasarkan data diatas, hal yang 

menjadi fokus perhatian, yaitu pembayaran 

layanan kesehatan di Indonesia masih 

melambung.Maka salah satu upaya yang 

dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu 

menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Na-

sional (JKN) yang bertujuan menjamin agar 

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan 

kesehatan dan perlindungan dalam pemenu-

han kebutuhan dasar kesehatan.Dalam im-

plementasi jaminan kesehatan nasional 

(JKN) telah diatur pola pembayaran kepada 

fasilitas kesehatan tingkat lanjutan adalah 

dengan sistem Indonesian Case Based 

Groups (INA-CBGs) sesuai dengan Pera-

turan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 

2013.Manfaat dari sistem ini yaitu untuk 

mengefisienkan pendapatan rumah sakit. 

Maka dari itu, rumah sakit yang ada di In-

donesia mulai memberlakukan sistem INA-

CBGs sebagai sistem pembayaran layanan 

kesehatan bagi pasien yang terdaftar sebagai 

peserta dari program JKN. 

RSUD Tenriawaru merupakan 

rumah sakit tipe B Non Pendidikan dengan 

status Badan Layanan Umum 

(BLU).Rumah sakit ini memberikan pelaya-

nan kuratif, rehabilitatif, preventif dan pro-

motif serta menjadi pusat rujukan regional 

yang mewilayahi Bone, Soppeng dan 

Wajo.Sistem INA-CBGs mulai diterapkan 

di RSUD Tenriawaru pada Januari 

2014.Dan berdasarkan data awal diperoleh 

bahwa sejak diberlakukannya sistem INA-

CBGs ini, pasien rawat inap yang berkun-

jung dan pendapatan rumah sakit meningkat 

tiap tahunnya.Hal inilah yang membuat 

peneliti tertarik melakukan penelitian untuk 

melihat dan mengetahui gambaran pelak-

sanaan sistem pembayaran layanan kese-

hatan dengan sistem diagnosis penyakit 

(INA-CBGs) di rawat inap RSUD Tenria-

waru Kabupaten Bone. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus melalui wawancara mendalam 

dengan informan yang terdiri dari satu 

orang informan kunci, empat orang infor-
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man biasa dan tiga orang informan tamba-

han dengan teknik pengambilan sampel 

snowball sampling. 

 

HASIL PENELITIAN 

Proses perencanaan (Planning) 

Dalam proses perencanaannya, pi-

hak rumah sakit menyiapkan SDM dan 

fasilitas untuk mendukung pelaksanaan sis-

tem INA-CBGs. Berikut kutipan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan infor-

man: 

“…kalau bidang rekam medis itu 

disiapkan pegawai sebanyak 28 

orang. Dan dari 28 orang itu, 

dipilih untuk menjadi koder, sesuai 

dengan kemampuan dan pengeta-

huan yang dimiliki dalam mengop-

erasikan komputer”.(SF, Kabag 

Rekam Medik, Juli 2017) 

 

“iya, jelas. Rumah sakit kemarin 

menambahkan beberapa komputer 

yang dibutuhkan” (A, Staf Pengel-

ola BPJS 1, Juli 2017) 

 

“untuk masalah jaringan, kami 

upayakan memilih WiFi yang bagus 

kualitas jaringannya dan WiFi yang 

kami gunakan disini itu “T”, 

karena jaringannya bagus.”(MS, 

Wadir Pelayanan Medik, Juli 2017) 

 

“ya, rumah sakit menyiapkan 

stavolt, supaya saat terjadi pemada-

man listrik secara tiba-tiba, kom-

puter bisa tetap dioperasikan dan 

proses penginputan bisa tetap di-

jalankan”. (A, Staf  Pengelola BPJS 

1, Juli 2017) 

 

“rumah sakit menyiapkan masing-

masing 3 paket buku panduan, 3 

paket untuk buku ICD-9 dan 3 paket 

juga untuk buku ICD-10” (SF, Ka-

bag Rekam Medik, Juli 2017) 

 

Berdasarkan beberapa hasil kutipan 

wawancara tersebut informan menyatakan 

bahwa RSUD Tenriawaru menyiapkan 

SDM yang cukup memadai, salah satunya 

yaitu SDM bagian rekam mediknya.Pihak 

rumah sakit menyediakan sebanyak 28 

pegawai di ruang medik.Sedangkan untuk 

penyediaan fasilitas yang mendukung pe-

laksanaan sistem INA-CBGs ini, pihak 

rumah sakit menyediakan komputer, Wi-Fi, 

stavolt, dan buku panduan untuk koder 

yaitu buku ICD-10 dan ICD-9. 

Selain penyediaan SDM dan fasili-

tas, rumah sakit juga melakukan penyusu-

nan strategi dan rencana anggaran untuk 

mendukung pelaksanaan sistem INA-CBGs 

agar dapat berjalan secara efektif. Berikut 

kutipan hasil wawancara dengan informan: 

“melakukan rapat internal dengan 

pihak BPJS dan staf rumah sakit 

yang berhubungan dengan sistem 

ini” (MS, Wadir Pelayanan Medik, 

Juli 2017) 

 

“ada Direktur, Wakil Direktur, 

masing-masing kabag dan kasubag, 

ada juga komite medik, dokter juga 

sama pihak BPJS” (SF, Kabag 
Rekam Medik, Juli 2017) 

 

“pengumpulan rekam medis pasien 

untuk setiap ruang rawat inap, di-

kasi waktu 1x24 jam setelah pasien 

pulang” (AH, Staf Pengelola BPJS 
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2, Juli 2017) 

 

“rencana anggaran dilihat dari 

berapa banyak fasilitas yang harus 

disiapkan, kayak berapa komputer 

yang harus ditambahkan, supaya 

sesuai dengan kebutuhan di ruang 

medik, selain itu ada juga anggaran 

dana yang disiapakan untuk pelati-

han atau workshop pegawai rekam 

medik” (H, Kasubag Perbenda-

haraan & Remunerasi, Juli 2017) 

 

“sumber anggaran untuk persiapan 

pelaksanaan sistem INA-CBGs itu 

kami ambil dari pendapatan rumah 

sakit” (MS, Wadir Pelayanan 

Medik, Juli 2017) 

 

Berdasarkan beberapa kutipan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan infor-

man, diperoleh informasi bahwa proses 

penyusunan strategi yang dilakukan oleh 

pihak rumah sakit yaitu melakukan rapat 

internal dengan pihak BPJS dan beberapa 

staf rumah sakit yang berhubungan dengan 

sistem ini. Proses penyusunan strategi terse-

but dilakukan oleh direktur, wakil direktur, 

masing-masing kabag dan kasubag, komite 

medik, beberapa dokter serta pihak BPJS.  

Pengorganisasian (Organizing) 

Kegiatan organizing yang dilakukan 

oleh pihak rumah sakit dalam pelaksanaan 

sistem INA-CBGs meliputi pembagian 

pegawai, pelatihan pegawai, pembagian tu-

gas setiap pegawai dan koordinasi antar 

pegawai. Berikut hasil wawancara yang di-

lakukan dengan informan: 

“untuk pegawai yang berhubungan 

langsung dengan sistem ini ada 10 

orang. Dari 10 orang itu, dibagi 

perkelompok lagi.Ada 5 orang yang 

bertugas di bagian rawat inap, dan 

5 orang di rawat jalan”. (A, Staf  

Pengelola BPJS 1, Juli 2017) 

 

“dari pihak BPJS menempatkan 2 

orang pegawainya di rumah sakit 

ini” (MS, Wadir Pelyanan Medik, 

Juli 2017) 

 

“pernah, bahkan sudah sering. 

Setiap kali rumah sakit melakukan 

kegiatan pelatihan tentang cara 

pengisian kode penyakit, koder diha-

ruskan  mengikuti pelatihan terse-

but” (SF, Kabag Rekam Medik, Juli 

2017) 

 

“kalau untuk pembagian tugas, 

pegawai yang bertugas di rawat 

inap kan ada 5 orang, 2 orang yang 

bertugas menghitung biaya rumah 

sakit dengan menggunakan SIMRS, 

dan 3 lainnya bertugas untuk  meng-

kode dan memasukka kode tersebut 

kedalam aplikasi INA-CBGs”. (A, 

Staf Pengelola BPJS, Juli 2017) 

 

“bantu percepat klaim pasien 

sih”  (AH, Staf Pengelola BPJS 2, 

Juli 2017) 

 

“biasanya diadakan rapat koordi-

nasi setiap seminggu sekali”. (A, 

Staf Pengelola BPJS, Juli 2017) 

 

Berdasarkan beberapa kutipan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan infor-

man diperoleh informasi jika rumah sakit  

melibatkan sebanyak 10 pegawai yang ditu-

gaskan secara langsung bertanggungjawab 

dengan sistem ini, sedangkan pihak BPJS 
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menempatkan 2 orang pegawainya di 

rumah sakit umum tenriawaru. Pegawai 

yang telah ditunjuk tersebut, pernah dan 

diharuskan mengikuti pelatihan mengenai 

cara pengisian kode penyakit.  

Pelaksanaan (Actuating) 

Proses penggerakan atau pelak-

sanaan sistem INA-CBGs ditetapkan sete-

lah tahap perencanaan dan pengor-

ganisasian dilakukan. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan, peoses peng-

gerakan atau pelaksanaan melibatkan be-

berapa pihak, yaitu pihak dari pegawai 

rekam medik dan pihak pasien. Dalam 

tahap pelaksanaan yang paling berpengaruh 

terhadap pelaksanaan sistem INA-CBGs di 

rumah sakit yaitu proses penginputan data 

pasien dikarenakan kendala dari pelak-

sanaan sistem INA-CBGs ini berfokus pada 

proses penginputan data pasien. Berikut 

hasil wawancara yang dilakukan dengan 

informan: 

“kalau untuk masalah kendala sih, 

tidak terlalu signifikan. Karena kan, 

petunjuk teknis sistem INA-CBGs 

itu sudah ada di Permenkes Nomor 

27 tahun 2014. Tinggal diikuti saja. 

Cuman, biasanya kendalanya itu 

saat input data, ada tulisan dokter 

yang susah untuk dibaca, hal itu 

yang biasa menyebabkan proses 

penginputan data pasien jadi terk-

endala” (SF, Kabag Rekam Medik, 

Juli 2017) 

 

“….kadang-kadang itu rekam 

medis terlambat dikumpul sama 

perawat jaga karena itu, ada be-

berap DPJP (dokter penanggung-

jawab pelayanan) tidak lengkap isi 

rekam medisnya pasien, biasanya 

juga dia lupa tanda tangan, jadi itu 

yang kasi terlambat kumpul rekam 

medis pasien ” (AH, Staf Pengelola 

BPJS 2, Juli 2017) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan informan, diperoleh in-

formasi bahwa kendala yang dialami dalam 

proses penginputan data pasien dikarena-

kan tulisan dokter yang cukup sulit untuk 

dibaca oleh koder, sehingga koder perlu 

memverifikasi data tersebut dengan dokter 

yang bersangkutan. Kendala lainnya yaitu 

ada beberapa DPJP (Dokter Penanggung 

Jawab Pelayanan) tidak mengisi rekam 

medis pasien secara lengkap, sehingga per-

awat jaga yang bertugas untuk mengantar 

rekam medis pasien ke ruang rekam medic 

tidak menyetor rekam medis tersebut sesuai 

dengan waktu ditentukan. 

Pengawasan (Controlling) 

Kegiatan pengawasan yang dilaku-

kan oleh pihak rumah sakit dibagian rekam 

medis.Hasil wawancara yang dilakukan 

diperoleh informasi bahwa pengawasan 

diruang rekam medik ditujukan kepada ko-

der dan dokter. Berikut hasil wawanca-

ranya: 

“kalau untuk rekam medik biasanya 

kontrol dilakukan setiap minggu. 

Kontrolnya itu dilakukan dengan 

melihat bagaimana kedisiplinanya 

itu dokter kumpul berkas rekam 
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medis pasien.Sudah tepat waktu 

atau tidak. Itu semua dicatat, ke-

mudian diklarifikasikan sama dokter 

yang bersangkutan” (A, Staf 

Pengelola BPJS, Agustus 2017) 

 

“proses pengawasan untuk koder itu 

dilakukan setiap hari yang dilaku-

kan oleh tim verifikasi internal dan 

antifraud. Salah memasukkan kode, 

maka akan mempengaruhi se-

muanya, bisa terjadi kerugian untuk 

semua pihak, rumah sakit ataupun 

dokter dan perawat yang bersangku-

tan”  (SF, Kabag Rekam Medik, 

Agustus 2017) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan informan diperoleh infor-

masi bahwa proses pengawasan diruang 

rekam medik dilakukan setiap seminggu 

sekali. Proses pengawasan dilakukan 

kepada dokter dengan melihat kedisiplinan 

dokter dalam mengisi kelengkapan rekam 

medis pasien, sedangkan untuk koder 

sendiri dilakukan hamper setiap hari dengan 

melihat kedisiplinan koder dalam memasuk-

kan kode penyakit kedalam aplikasi INA-

CBGs yang dilakukan oleh tim verifikasi 

internal dan antifraud. 

Evaluasi (Evaluating) 

Kegiatan evaluasi dilakukan sebagai 

bentuk hasil penilaian dari proses pelak-

sanaan sistem INA-CBGs yang dilakukan. 

Dari hasil penelitian, pihak rumah sakit me-

lakukan evaluasi dibagian rekam medik dan 

bagian keuangan. Berikut hasil wawancara 

yang dilakukan dengan informan: 

“kalau dari pihak rekam medis, me-

tode evaluasinya itu kita nilai dari 

kedisiplinannya para dokter dalam 

mengisi itu rekam medis pasien. 

Evaluasinya dilakukan pertiga bu-

lan, tapi tetap hasilnya itu dilihat 

dan direkap tiap akhir tahun” (SF, 

Kabag Rekam Medik, Agustus 

2017) 

 

“evaluasinya itu kita lakukan setiap 

pertrimester, persemester dan perta-

hunnya. Nilai akhirnya itu kita lihat, 

diakhir tahun” (H, Kasubag Perben-

daharaan & Remunerasi, Agustus 

2017) 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan informan diperoleh infor-

masi jika pihak rumah sakit melakukan 

evaluasi dibagian rekam medik dengan cara 

dinilai dari kedisiplinan dokter dalam 

mengisi rekam medis pasien yang dilakukan 

setiap 3 bulan sekali, namun hasil akhirnya 

dilihat setiap akhir tahun.Sedangkan untuk 

bagian keuangan, evaluasinya dilakukan 

pertrimester, persemester, dan pertahunnya. 

Kegiatan evaluasi yang dilakukan 

oleh pihak rumah sakit, memperoleh hasil 

sebagai berikut : 

“kalau sudah lengkap resume medis 

pasien sama ketepatan pengumpulan 

resume rekan medis….kalau disini 

(ruang rekam medik) kedisiplinan 

dokter masih bertaraf sekitaran 

80%. Karena masih ada dokter yang 

tidak lengkap isi rekam medis pasi-

ennya, jadi perawat jaga terlambat 

kumpul rekam medis pasien”.(SF, 

Kabag Rekam Medik, Juli 2017) 

 

“berhasil/efisien kalo ada peningka-
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tan dari pendapatannya rumah sa-

kit…. selama pelaksanaan sistem 

INA-CBGs ini sejak 2014 akhir ta-

hun 2016, rumah sakit tidak men-

galami  kerugian. Bahkan penda-

patan yang kami dapat itu melebihi 

target yang ingin dicapai…..”(H, 

Kasubag Perbendaharaan & Remu-

nerasi, Juli 2017) 

 

Berdasarkan evaluasi yang dilaku-

kan, dapat disimpulkan jika pelaksanaan 

sistem INA-CBGs dapat dikatakan berjalan 

efisien karena terjadi peningkatan penda-

patan rumah sakit selama pelaksanaan sis-

tem INA-CBGs di rumah sakit ini. 

 

PEMBAHASAN 

Perencanaan (Planning) 

Pada penelitian ini, untuk mem-

peroleh informasi mengenai proses peren-

canaan yang dilakukan oleh pihak rumah 

sakit, peneliti melakukan wawancara 

kepada informan untuk mendapatkan infor-

masi yang dibutuhkan. Dan berdasarkan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan 

informan diperoleh informasi jika proses 

perencanaan yang dilakukan oleh pihak 

rumah sakit yaitu dengan menyediakan 

Sumber Daya Manusia (SDM), men-

yediakan fasilitas, menyusun srategi dan 

membuat rencana anggaran. Hasil peneli-

tian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Neng Lasmy Liesmaya 

yang meneliti mengenai Strategi Pejabat 

Pengelola Informasi Dan Dokumentasi 

(PPID) Polda Banten Dalam Pelayanan In-

formasi Publik (2013). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Neng Lasmy Lies-

maya proses perencanaan yang dilakukan 

oleh pihak PPID dalam pelayanan infor-

masi yaitu pemilihan SDM, persiapan me-

dia (fasilitas), serta penetapan dan pentuan 

strategi. 

RSUD Tenriawaru menyediakan 

pegawai rekam medik sebanyak 28 orang 

yang kemudian akan dibagi sesuai dengan 

jenis tugas yang diberikan dalam men-

jalankan sistem INA-CBGs ini. Untuk 

fasilitas, rumah sakit menyediakan be-

berapa komputer sesuai dengan banyaknya 

koder, Wi-Fi untuk keperluan jaringan 

dalam mengupdate software INA-CBGs, 

stafolt untuk mengantisipasi pemadaman 

listrik secara tiba-tiba sehingga komputer 

masih bisa tetap beroperasi, dan pen-

yediaan buku ICD untuk para koder, yaitu 

buku ICD-10 dan ICD-9 masing-masing 

sebanyak tiga buku. Untuk penyusunan 

strateginya rumah sakit membuat strategi 

dengan menentukan waktu pengumpulan 

rekam medis pasien yaitu 1x24 jam setelah 

pasien pulang. Hal ini bertujuan agar 

proses penginputan data pasien dapat dila-

kukan secepat mungkin. Selain menyusun 

strategi rumah sakit juga menyusun ren-

cana anggaran untuk meminimalisir 
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kerugian yang akan dialami oleh pihak 

rumah sakit. Rencana anggaran dibuat un-

tuk menghitung berapa banyak biaya yang 

harus dikeluarkan oleh pihak rumah sakit 

dalam pelaksanaan sistem INA-CBGs di 

rumah sakit ini. 

Pengorganisasian (Organizing) 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh jika kegiatan pengoranisasian 

yang dilakukan oleh rumah sakit, yaitu den-

gan pembagian pegawai, pelatihan pegawai, 

pembagian tugas, dan koordinasi antar 

pegawai.Hasil penelitian ini sejalan dengan 

yang dilakukan Rini Puspita Sari dkk 

(2014) mengenai Gambaran Pelaksanaan 

Kegiatan Kelas Ibu Hamil di Wilayah Kerja 

Puskesmas Mranggen Kabupaten Demak 

sejalan dengan penelitian ini. Hasil peneli-

tian yang dilakukan oleh Rini dkk menjelas-

kan kegiatan organizing yang dilakukan 

oleh pihak Puskesmas Mrangen yaitu pem-

bentukan tim kerja, dukungan dari pihak 

desa, pembagian kerja didalam tim, serta 

koordinasi antar tim. 

Untuk pembagian pegawainya, dari 

28 total pegawai rekam medis,  pihak rumah 

sakit menunjuk 10 pegawai rekam medis 

untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan 

sistem INA-CBGs. Dari 10 orang pegawai 

tersebut dibagi menjadi dua kelompok. Ada 

sebanyak 5 orang (2 diantaranya bertugas 

untuk menghitung biaya rumah sakit dengan 

menggunakan SIMRS sedangkan 3 lainnya 

bertugas untuk mengkode dan menginput 

kode tersebut kedalam aplikasi INA-CBGs) 

yang bertugas di ruang rawat inap dan 5 

orang lainnya bertugas dibagian rawat jalan. 

Penunjukkan 10 pegawai tersebut didasar-

kan atas kemampuan dan pengetahuan 

mereka terhadap sistem INA-CBGs. Pega-

wai yang memiliki pengetahuan dan ke-

mampuan untuk mengoperasikan aplikasi 

dari sistem ini, akan lebih mempercepat 

kegiatan penginputan. Kualifikasi SDM 

yang ditempatkan sebagai koder dan pen-

ghitung tarif rumah sakit secara otomatis 

akan mempengaruhi jalannya pelaksanaan 

sistem INA-CBGs. Pelatihan pegawai 

diberikan kepada pegawai yang telah ditun-

juk untuk mengoperasikan aplikasi dari sis-

tem INA-CBGs atau yang sering disebut 

dengan pegawai koder. Pelatihan yang dii-

kuti oleh pegawai yang bersangkutan diper-

lukan untuk menciptakan SDM yang kom-

peten dan mampu dalam mengoperasikan 

dengan baik aplikasi dari sistem INA-

CBGs, seperti melakukan pengkodean. 

Guna meningkatkan wawasan dan 

menjaga kekompakan untuk setiap pega-

wainya, maka upaya yang dilakukan oleh 

bidang rekam medis yaitu melakukan koor-

dinasi. Koordinasi dilakukan dengan cara 

melakukan rapat tersendiri yang dihadiri 

oleh pegawai yang bertanggung jawab ter-

hadap penginputan data pasien. Hal ini di-
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maksudkan untuk tetap menjaga komuni-

kasi dan hubungan antar pegawai rekam 

medik. Dengan adanya komunikasi dan 

hubungan yang baik, maka proses pengin-

putan dapat berjalan dengan baik, hal itu 

dikarenakan setiap pegawai saling mem-

bantu dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan. Wujud dari pelaksanaan orga-

nizing ini adalah tampaknya kesatuan yang 

utuh dan kekompakan dalam menjalanka 

tugas yang diberikan. Dalam prespektif is-

lam menerangkan betapa pentingnya tinda-

kan kesatuan yang utuh, seperti dalam Q.S 

Ali Imran/03:103 yang terjemahnya: 

“dan berpeganglah kamu semuanya 

kepada tali (agama) Allah, dan jan-

ganlah kamu bercerai berai, dan ingat-

lah akan nikmat Allah kepadamu ketika 

kamu dahulu (masa Jahiliyah) ber-

musuh-musuhan, Maka Allah memper-

satukan hatimu, lalu menjadilah kamu 

karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara; dan kamu telah berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah menye-

lamatkan kamu dari padanya. 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayat-Nya kepadamu, agar kamu menda-

pat petunjuk” (Departemen Agama RI, 

2011) 

 

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan 

bahwa maksud dari ayat di atas (bepegang 

tegulah) yakni upayakan sekuat tenaga un-

tuk mengaitkan diri satu dengan yang lain 

dengan tuntunan Allah sambil menegakkan 

disiplin kamu semua tanpa kecuali. Se-

hingga kalau ada yang lupa ingatkan dia, 

atau ada yang tergelincir, bantu dia bangkit 

agar semua dapat bergantung kepada tali 

agama Allah. Kalau kamu lengah atau ada 

salah seorang yang menyimpang, keseim-

bangan akan kacau dan disiplin akan rusak. 

Karena itu bersatu padulah, dan janganlah 

kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat 

Allah kepadamu. 

Pelaksanaan (Actuating) 

Hasil penelitian menunjukkan jika 

dalam tahap pelaksanaan pihak rumah sakit 

mengalami beberapa kendala pada proses 

penginputan data pasien. Kendala yang di-

maksud dikarenakan tulisan dokter yang 

sulit dibaca oleh koder, dan kedisiplinan 

dokter dalam mengisi rekam medis 

pasien.Kedisiplinan dokter dalam mengisi 

berkas rekam medis pasien merupakan pen-

yebab utama keterlambatan pengumpulan 

rekam medis pasien ke ruang rekam 

medik.Pengumpulan rekam medis pasien 

rawat inap dilakukan oleh parawat jaga 

pada tiap-tiap bangsal.Pengumpulan berkas 

rekam medis dapat dilakukan jika berkas 

rekam medis tersebut sudah terisi dengan 

lengkap.Namun, terkadang dokter tidak 

mengisi diagnosis utama pasien, dokter 

hanya mengisi diagnosis awal pasien.Hal 

ini terjadi karena dokter lebih berfokus 

pada pemeriksaan pasien, sehingga dokter 

lupa untuk mengisi diagnosis utama 

pasien.Terkadang juga dokter lupa untuk 
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menanda tangani berkas rekam medis 

pasien tersebut sebelum pulang. 

Pengawasan (Controlling) 

Hasil penelitian diperoleh informasi 

jika rumah sakit melakukan berbagai upaya 

dalam melakukan pengawasan terhadap pe-

laksanaan sistem INA-CBGs. Salah satunya 

yaitu, pihak rumah sakit membentuk tim 

verifikasi internal dan anti fraud. Tim verifi-

kasi internal dan anti fraud ini bertujuan un-

tuk melakukan perbaikan atau memferivi-

kasi kesalahan yang dilakukan koder dalam 

melakukan penginputan resume rekam 

medis pasien. Misalnya, saat koder melaku-

kan kesalahan saat menginput data pasien, 

seperti koder salah memasukkan kode pen-

yakit, maka tugas dari tim verifikasi internal 

inilah yang akan memperbaiki kesalahan 

koder. Hal ini dilakukan agar pihak rumah 

sakit dan pihak pasien tidak mengalami 

kerugian. 

Pembentukan tim verifikasi internal 

dan anti fraud pada dasarnya dibentuk oleh 

rumah sakit untuk mengontrol jalannya sis-

tem INA-CBGs ini. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Edyta WN 

yang meneliti mengenai manajemen ban-

tuan sosial rumah tangga miskin. Dalam 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

proses pengawasan dilakukan oleh masing-

masing ketua kelompok kerja yang telah 

ditunjuk dan bertanggungjawab untuk mem-

buat laporan pertanggungjawaban. 

Kegunaan dari laporan pertanggungjawaban 

ini untuk mencegah dan mengurangi 

kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab. 

Tugas dari tim verifikasi dan anti 

fraud berjalan beriringan, jika tim verifikasi 

bertugas untuk memperbaiki kesalahan dari 

koder dalam memasukkan kode penyakit, 

sehingga tarif yang dikeluarkan sesuai den-

gan pelayanan yang dikeluarkan, maka anti 

fraud bertugas untuk mengawasi kecuran-

gan-kecurangan yang terjadi dalam sistem 

INA-CBGs ini. Tugas dari anti fraud ini 

sama halnya dengan tugas dari KPK, jika 

KPK bertugas untuk mengawasi kecurangan 

dana yang bersangkutan dengan pemerintah, 

maka anti fraud ini bertugas untuk menga-

wasi kecurangan dana disekitar rumah sakit. 

Misalnya jika biaya ganti yang diterima 

oleh rumah sakit dari pihak BPJS sebanyak 

Rp 100.000.000,00, maka anti fraud akan 

mengawasi bahwa pihak rumah sakit benar-

benar melaporkan kepada pihak BPJS 

bahwa biaya ganti yang harus ditanggung 

oleh BPJS harus sesuai dengan perhitungan 

tersebut, yaitu sebanyak Rp 100.000.000,00 

tidak lebih dan tidak kurang, dan sebali-

knya. 

Selain pembentukan tim verifikasi 

internal dan antifraud, upaya yang dilaku-

kan untuk mengantisipasi keterlambatan 

dalam proses penginputan data pasien, 

maka pihak rumah sakit khususnya di 
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bidang rekam medis melakukan sistem 

pengawasan. Sistem pengawasannya dila-

kukan seminggu sekali. Proses pengawa-

sannya dilakukan dengan melihat 

kedisiplinan dokter dalam mengumpulkan 

berkas/resume rekam medis pasien. Se-

makin lama dokter mengumpulkan resume 

rekam medis paien, maka proses penginpu-

tan juga semakin lama selesainya. Dan hal 

itu membawa dampak buruk. 

Evaluasi (Evaluating) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, ada beberapa metode evaluasi yang 

digunakan oleh pihak rumah sakit untuk 

menilai pelaksanaan sistem INA-CBGs, 

yaitu dibagian unit rekam medis , sistem 

evaluasinya dilakukan setiap tiga bulan 

sekali, tetapi hasil dari evaluasi ini dilihat 

dari hasil rekap selama setahun penuh. Se-

dangkan untuk bagian keuangan sistem 

evaluasinya juga dilakukan per trimester, 

persemester, dan pertahun. Untuk proses 

evaluasi ini dilakukan oleh pihak-pihak ter-

tentu yang telah diberikan tanggungjawab 

untuk melakukan kegiatan evaluasi terse-

but. 

Hasil evaluasi yang dilakukan 

menunjukkan bahwa kedisiplinan dokter 

dalam mengisi rekam medis masih menca-

pai 80%, hal ini dikarenakan masih ada be-

berapa dokter yang tidak melengkapi 

pengisian rekam medis pasien.Selain itu, 

selama pelaksanaan sistem INA-CBGs, 

rumah sakit mengalami beberapa peningka-

tan, baik itu peningkatan dalam bidang 

mutu pelayanan, perbaikan dan pengem-

bangan infrastruktur rumah sakit, dan pen-

ingkatan pendapatan rumah sakit.Dengan 

demikian, pelaksanaan sistem INA-CBGs 

(pembayaran layanan kesehatan berdasar-

kan paket) di RSUD Tenriawaru memberi 

dampak yang baik bagi rumah sakit itu 

sendiri, yaitu dapat meningkatkan efisiensi 

pelayanan dan pendapatan rumah sakit.Hal 

ini juga sejalan dengan penelitian yang di-

lakukan oleh Zeynep Or (2013) mengenai 

Implementation of DRG Payment in 

France: Issue and recent development. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zeynep Or 

membahas mengenai implementasi sistem 

pembayaran berbasis DRG (sistem paket) 

di Prancis, yaitu sistem yang hampir sama 

dengan sistem yang diberlakukan di Indo-

nesia (INA-CBGs). Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa, implementasi sistem 

pembayaran berbasis DRG yang diberlaku-

kan di Prancis juga memberikan dampak 

yang positif bagi rumah sakit, yaitu men-

ingkatkan efisiensi dan tranparansi dana 

rumah sakit, serta meningkatkan akunt-

abilitas dan produktivitas pelayanan rumah 

sakit.  
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KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian mengenai gam-

baran pelaksanaan sistem pembayaran laya-

nan kesehatan dengan sistem diagnosis pen-

yakit (INA-CBGs) di Rawat Inap RSUD 

Tenriawaru Kab.Bone tahun 2017 dapat dis-

impulkan bahwa sebagai beerikut: (1) 

Proses perencanaan (planning) dari pelak-

sanaan sistem INA-CBGs yang dilakukan 

oleh pihak RSUD Tenriawaru Kabupaten 

Bone, meliputi penyediaan sumber daya 

manusia (SDM), penyediaan fasilitas 

(sarana dan prasarana), proses penyusunan 

dan pembentukan strategi serta proses 

penyusunan anggaran. (2) Proses pengor-

ganisasian (organizing) dari pelaksanaan 

sistem INA-CBGs yang dilakukan oleh pi-

hak rumah sakit, meliputi pembagian pega-

wai, pelatihan pegawai, pembagian tugas 

dan koordinasi antar pegawai. (3) Proses 

pelaksanaan (actuating) sistem INA-CBGs 

yang dilakukan oleh pihak rumah sakit 

dimulai dengan penetapan pemberlakuan 

sistem INA-CBGs, kendala yang dialami 

selama pelaksanaan sistem INA-CBGs, alur 

pendaftaran untuk pasien rawat inap dengan 

status BPJS, proses penentuan tarif INA-

CBGs, serta penanganan untuk kasus pasien 

rawat inap yang mengalami masa perawatan 

melebihi target dari sistem INA-CBGs. (4) 

Proses pengawasan (controlling) dari pelak-

sanaan sistem INA-CBGs yang dilakukan 

oleh pihak rumah sakit meliputi pengawa-

san terhadap tindakan dokter dan koder 

yang berhubungan dengan rekam medis 

pasien, pengontrolan terhadap software INA

-CBGs, kesalahan yang pernah ditemukan 

saat pengawasan, serta tindakan/upaya yang 

dilakukan untuk menindaki kesalahan terse-

but. (5) Proses evaluasi (evaluating) yang 

dilakukan oleh pihak rumah sakit, meliputi 

pengevaluasian dibagian ruang rekam medis 

dan dibagian keuangan, penentuan pihak-

pihak ikut dalam proses pengevaluasian, 

dan hasil evaluasi yang diperoleh. 

 

SARAN 

Adapun saran yang dapat diberikan 

oleh peneliti yaitu : (1) Untuk para dokter 

agar lebih memperhatikan segi penu-

lisannya, agar koder dapat membaca hasil 

resume rekam medis pasien. (2) Untuk para 

koder perlu adanya pengecekan kembali 

dalam hal pengisian kode INA-CBGssesuai 

ICD-9 CM (tindakan yang dilakukan) dan 

ICD-10 (diagnosa penyakit), karena kode 

INA-CBGsmempengaruhi besaran biaya 

yang keluar sebagai tarif. (3) Bagi dokter 

perlu adanya kesadaran diri akan 

kedisiplinan dalam mengisi rekam medis 

pasien dan ketepatan waktu dalam hal pe-

meriksaan pasien. (4) Untuk peneliti selan-

jutnya agar melakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan sistem INA-CBGs untuk ruang 

perawatan lainnya di rumah sakit. 
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